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ABSTRAK

Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan Pers sebagai
penyalur informasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan
bernegara dan berbangsa. Dengan melihat hal tersebut, perlu adanya penelitian
yang mendalam terhadap dunia Pers dengan secara khusus. Dalam hal ini SKH
Kedaulatan Rakyat sebagai surat kabar yang tertua di Yogyakarta tentunya bisa
menjadi tolak ukur perkembangan media pers di wilayah Yogyakarta. Adapun
yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah
pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers ? serta bagaimanakah manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris yaitu peneliti
tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan
yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang
disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi: observasi wawancara, dan
dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian
dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif, yaitu menganalisa
data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan
menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah
disimpulkan.

Hasil penelitian mengatakan bahwa Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers Selain melindungi kebebasan Pers, Asas tanggung jawab
(Responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang Pers.
Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat tidak hanya sebagai surat kabar lokal,
Namun SKH Kedaulatan Rakyat juga sebagai media nasional dilihat dari bentuk
pemberitaannya. Manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat Yogyakarta didasarkan
kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah sesuai dengan
fungsi dan tugas pokok sebagai media Pers dan tidak terpengaruh oleh kepentingan-
kepetingan sepihak. Pers mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial
terhadap pemerintah dan Pers bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan.
Meskipun bebas, Pers tetap harus tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya.
Dalam bekerja, Pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga menyangkut
kepentingan orang atau sekelompok orang sehingga Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 memberikan hak koreksi terhadap suatu pemberitaan Pers. Pers bekerja
berdasarkan tanggung jawab moral dan sosial yang berasaskan Pancasila.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika Reformasi Tahun 1998 digulirkan di Indonesia, Pers nasional
bangkit dari keterpurukannya dan kran Kebebasan Pers dibuka lagi dengan
ditandai berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999. Berbagai kendala
yang membuat Pers nasional dibatasi dalam kebebasannya. SIUP (Surat Izin
Usaha Penerbitan Pers) yang berlaku di era Orde Baru tidak diperlukan lagi, siapa
pun dan kapan pun dapat menerbitkan Penerbitan Pers tanpa persyaratan yang
rumit. Euforia reformasi pun hampir masuk, baik birokrasi pemerintahan maupun
masyarakat mengedepankan nuansa demokratisasi.Namun, dengan maksud
menjungjung asa demokrasi, sering terjadi ide-ide yang munculnya sering kali
melahirkan dampak yang merusak norma-norma dan etika bahkan cenderung
mengabaikan kaidah profesionalisme, termasuk bidang profesi kewartawanan dan
pers pada umumnya yang menghilangkan semangat Pers Pancasila.’

Istilah Pers tidak asing terdengar di dimasyarakat, berbicara tentang Pers
berarti akan menyangkut aktivitas jurnalistik. Istilah Pers, Jurnalistik, dan

Komunikasi Massa sering tercampur dan saling tertukar pengertiannya. Pers

! Saban Leo Batubara, Perjuangan Demokrasi Penyiaran, (Jakarta: Dewan Pers, 2010), him.
XXX.



merupakan salah satu bentuk komunikasi massa, maka jurnalistik merupakan
kegiatan untuk mengisinya. Dalam era demokratisasi ini, Pers telah merasakan
kebebasan sehingga peranan dan fungsi Pers dapat dirasakan dan dinikmati
masyarakat.?

Pada masa reformasi ini, kebebasan pers telah di buka lebar-lebar. Pers
mendapatkan kebebasan untuk melakukan kritik sosial terhadap pemerintah. Pers
bebas untuk bergerak dalam melakukan pemberitaan. Meskipun bebas, Pers tetap
harus tetap bertanggung jawab dalam pemberitaannya. Pemerintah pun tetap
melakukan kontrol terhadap Kebebasan Pers dalam kehidupan sehari-hari.
Kebebasan Pers di Indonesia dalam era Reformasi ditandai dengan lahirnya
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan adanya
Undang-undang Pers tersebut, setiap orang boleh menerbitkan media massa
tanpa harus meminta izin kepada pemerintah seperti sebelumnya. Pers dalam era
Reformasi tidak perlu takut kehilangan izin penerbitan jika mengkritik Pejabat,
baik Sipil maupun Militer. Dengan Undang-undang Pers diharapkan media massa
di Indonesia dapat menjadi salah satu di antara 4 (Empat) Pilar Demokrasi.®

Beratnya biaya produksi dan banyaknya persaingan tidak mengurangi
perkembangan media massa di Indonesia sekarang. Akan tetapi, kondisi yang

sama juga telah melahirkan jenis-jenis Pers yang beragam. Banyak

2 Judhariksawan, Hukum Penyiaran, (Jakarta: Rajawali, Press 2010), him. 7.

% Bagir Manan, “Pers Bermutu (Dewan Pers 2013),” www.dewanpers.or.id. Diakses Pukul
12:00 WIB Tanggal 10 September 2013.



http://www.dewanpers.or.id/

pengamat mengeluh bahwa Pers kini sudah memberitakan apa saja, kecuali yang
benar. Bila Pers Orde Baru ditandai dengan Pers yang tidak bebas dan
bertanggung jawab; Pers Orde Habibie adalah Pers yang bebas dan tidak
bertanggung jawab.

Pers Indonesia sekarang harus menggeser paradigma lama dan harus
menjadi lembaga Independent, yang memihak pada kebenaran. Pers
Indonesia boleh jadi sekali waktu bekerja untuk menyukseskan program
pemerintah atau menyorot kebijakan pemerintah dengan kritis atau sekadar
mendampingi pemerintah. Namun, dalam posisi yang bermacam-macam itu
tetap menjadi lembaga yang menuntut perubahan demi kepentingan rakyat
banyak.*

Wilayah Yogyakarta merupakan wilayah negara Indonesia yang lebih maju
dibanding kota-kota lainnya, dan juga berpengaruh pula dengan dunia Pers. Ini
didukung oleh faktor sejarah Yogyakarta yang pernah menjadi lbukota negara
Indonesia dimasa mempertahankan kemerdekaan indonesia. Wilayah Yogyakarta
pada saat itu telah berdiri sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jurnalistik
yang didirikan oleh H. Samawi (1913-1984) dan H. Soemadi Martono Wonohito
(1912-1984). Mereka berdua adalah mantan wartawan surat kabar Jepang yaitu
Sinar Mati. SKH Kedaulatan Rakyat adalah surat kabar harian yang diterbitkan di

Yogyakarta sejak Tanggal 27 September Tahun 1945. Nama harian Kedaulatan

* Edy Susanto, Hukum Pers Di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta 2010), him 33.



Rakyat sendiri diambil dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 Alinea ke-4, SKH Kedaulatan Rakyat (KR) diresmikan oleh Menteri
Penerangan Bapak Harmosa pada Tanggal 27 September Tahun 1945. SKH
Kedaulatan Rakyat memiliki rekam jejak yang baik dalam perjalanan bangsa
Indonesia menuju era kebebasan demokrasi dalam dunia Pers. SKH Kedaulatan
Rakyat telah melewati 6 (Enam) Kepemimpinan di Indonesia yang memiliki corak
kepemimpinan yang berbeda-beda baik pada masa Orde Lama, Orde baru hingga
massa Reformasi sekarang ini dan yang menjadi kesamaan dalam masa tersebut
adalah dasar negara (Konstitusi) yaitu Undang-undang Dasar Tahun 1945.% Dunia
Pers saat ini mulai bebas dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers, sehingga dunia Pers umumnya maupun SKH Kedaulatan Rakyat
khususnya memiliki hak dan kewajiban di dalamnya yang harus dipenuhi.
Manifestasi Pers dalam menempatkan kedudukannya di Negara hukum dalam
kepastian hukum perlu dikaji secara mendalam baik secara umum maupun secara
khusus. Manifestasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan
Perwujudan sebagai suatu perasaan atau pendapat.® dari uraian di atas Penulis
tertarik meneliti manifestasi (keberadaan) Pers yang ditinjau dari segi hukum

secara kritis.

® Redaksi SKH kedaulatan Rakyat, “Sejarah SKH Kedaulatan Rakyat”, http://krjogja.com,
diakses Pukul 16:00 WIB Tanggal 21 September 2013.

® poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (tanpa Tahun dan Penerbit). HIm. 206.



B. Rumusan Masalah
Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka Penyusun membuat
rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimanakah manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Objektif
1. Untuk mengetahui Pengaturan Kebebasan Demokrasi dalam Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999 terhadap Pers
2. Untuk mengetahui keberadaan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
dalam Pers era Kebebasan Demokrasi Perspektif Undang-undang Nomor
40 Tahun 1999 tentang Pers
b. Tujuan Subjektif
1. Untuk memperoleh data akurat yang akan Penyusun gunakan dalam
menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara dengan

harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

3. Kegunaan Penelitian
a. Secara Teoritis
Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Tata Negara dan
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada llmu Hukum
khususnya.
b. Secara Praktis
Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian

selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Penulis mencoba untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti
Plagiasi hasil karya orang lain, yaitu dengan cara perlu mempertegas perbedaan
antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, sejauh pengamatan
penulis, sampainya disusunnya penelitian ini belum ada Penyusun yang
memfokuskan penelitian pada studi kritis terhadap Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers yang diimplementasikan dalam sebuah studi peran pers
itu sendiri yang dalam hal ini Penyusun memilih SKH Kedaulatan Rakyat Sebagai
Subyek Penelitian, yang artinya secara keseluruhan subyek dan obyek yang diteliti

berbeda. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:



Skripsi M. Hanif Wicaksono yang berjudul: Jaminan Kebebasan dan
Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa (Studi Komparatif
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Penelitian tersebut membahas tentang
jaminan kebebasan dan tanggung jawab Pers dalam perspektif Hukum Media
Massa yang dikaji secara yuridis dan menggunakan metode penelitian
Kepustakaan (Library Research) sehingga penelitian menghasilkan sebuah
kesimpulan yang berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang diaplikasikan ke dalam Hukum
Media Massa, yang menjadi pokok masalah ialah bagaimana kualitas jurnalistik
dalam penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan bagaimana dampak
Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2002 terhadap kebebasan Pers. Karena itu dari segi judul dan pokok masalah
yang dibahas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti.”

Skripsi Rini Sulistyowati yang berjudul: Peranan Pers (Wartawan ) dalam
Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Radar Malang). Penelitian ini
membahas tentang Peranan Pers yang di artikan sebagai Wartawan dalam
membangun Kesadaran Hukum Masyarakat yang dikaji secara mendalam secara

teori dan dikaji secara khusus dalam sebuah subyek yaitu Surat Kabar Radar

" M. Hanif Wicaksono, “Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif
Hukum Media Massa (Studi Komparatif Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers),” Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhamadiyah Malang, Malang 2007.



Malang. Yang menjadi pokok permasalahan Penenelitian ini adalah bagaimana
hubungan Pers terhadap masyarakat untuk membentuk tujuan masyarakat yang
sadar hukum dan Hubungan Wartawan Radar Malang terhadap pemberitaan dan
hubungan masyarakat secara khusus. Dalam uraian di atas terdapat banyak
perbedaan antara judul penelitian ini dengan judul yang akan diteliti Penulis.®

Skripsi oleh Ellen Meianzi Yasak, dengan judul: Pemahaman Wartawan
tentang Hukum dan Etika Pers (Studi Fenomenologi pada Wartawan Surya dan
Radar Malang), Penelitian ini membahas tentang permasalahan Pemahaman
wartawan terhadap Hukum dan Etika Pers yang dikhususkan pada subyek
Wartawan Surya dan Radar Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada penelitian
Lapangan dan Penelitian Kepustakaan yang tujuan dari Penelitian ini ialah sebagai
bahan pembanding antara teori dan lapangan berdasarkan Subyek Hukum yang
ada dalam hal ini peneliti memilih Wartawan Surya dan Radar Malang sebagai
Subyek Penelitian.®

Skripsi oleh Mustopa dengan judul: Studi Komparasi antara Hukum Islam
dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang meneliti hubungan
hukum Islam terhadap kajian sistem hukum negara Indonesia yang dibahas secara

spesifik dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 melalui metode

® Rini Sulistyowati, “Peranan Pers (Wartawan) dalam Membangun Kesadaran Hukum
Masyarakat (Studi di Radar Malang),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang
20009.

° Ellen Meianzi Yasak, “Pemahaman Wartawan tentang Hukum dan Etika Pers (Studi
Fenomenologi pada Wartawan Suryadan Radar Malang),” Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhamadiyah Malang 2009.



kepustakaan. Adapun yang menjadi pokok masalah bahwa konsep kebebasan pers
dalam islam memilki sudut pandang yang berbeda terhadap Sistem hukum
Indonesia. sehingga Penulis melakukan studi komparasi secara khusus terhadap
permasalahan tersebut hingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa sistem
hukum dalam kebebasan Pers terkandung juga dalam hukum Islam. Walaupun
objek yang diteliti sama, yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 namun

kajian hukum tersebut berbeda dengan yang akan Penulis teliti.*°

. Kerangka Teoritik

Salah satu fungsi negara hukum, dalam bahasa Inggris disebut dengan Legal
State atau Based on the Rule of Law dan dalam bahasa Jerman disebut Rechtsstaat
yang merupakan ciri dari pembatasan kekuasaan negara dalam penyelenggaraan
kekuasaan negara. Walaupun keduanya memiliki pengertian dan sejarah yang
berbeda tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan yang sama.
Pembatasan itu dilakukan oleh ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh
karena itu konsep negara hukum disebut sebagai negara konstitusional atau
Constitutional State, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks

yang sama negara demokrasi atau kedaulatan rakyat atau disebut juga dengan

1% Mustopa, “Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999
tentang Pers,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Yogyakarta 2007.



10

Constitutional Democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi
yang didasarkan oleh hukum.™

Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan
itu cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep
pemisahan tersebut dibedakan secara diametral dari konsep pembagian kekuasaan
(Division of Power) yang dikaitkan dengan sistem supremasi Majelis
Pemusyarakatan Rakyat (MPR) yang secara mutlak menolak ide kekuasaan ala
Trias Politica Montesquieu. Namun demikian setelah dilakukan perubahan
Konstitusi  Undang-undang Dasar Tahun 1945 negara Indonesia sebanyak 4
(Empat) kali, dapat dikatakan bahwa sistem konstitusi negara Indonesia telah
menganut doktrin pemisahan kekuasaan itu secara nyata. Yang pembagian
kekuasaan didasarkan pada Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dengan sistem
tanpa adanya hubungan saling mengendalikan dan dapat dikatakan pemisahan
kekuasaan ini berdasarkan prinsip Check and Balance.*

Pers mempunyai dua sisi kedudukan. Yaitu Pertama, merupakan medium
komunikasi yang tertua di dunia, dan Kedua, Pers sebagai lembaga masyarakat
dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, Pers harus sanggup hidup
bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu

keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan

1 Jimly Assidigie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), him.
281.

12 1bid., him. 290-292.
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luput dari landasan falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga
struktur atau sistem politik yang berlaku. Pengertian Pers menurut Undang-undang
Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1)
adalah sebagai berikut:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya

sebagaisalah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa

penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak
diperlengkapi dengan alat-alat teknik lainya.”

Adapun pengertian pers menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undangNomor 40
Tahun 1999 Tentang pers:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa Yyang
melaksanakankegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk
tulisan, suara, gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya
dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran
yang tersedia.”

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm tampil dengan
empat macam teori Persnya untuk menjelaskan perkembangan kondisi di dunia.
Ke-4 (Empat) Teori Pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert dan kawan-
kawan dikenal dengan “The Four Theories of the Press” yang terdiri dari:*®
1. Teori Pers Otoritarian

Kehidupan pers yang pertama muncul adalah teori otoritarian karena erat

kaitannya dengan pandangan filosofis tentang hakikat negara dan masyarakat.

Menurut teori ini, negara dianggap sebagai ekspresi tertinggi dari organisasi

BKrisna Harahap, Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia, (Bandung: PT. Grafitri,
2003), him. 1-7.
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kelompok manusia, mengungguli masyarakat dan individu. Negara merupakan
hal terpenting dalam pengembangan manusia seutuhnya. Di dalam dan melalui
negara manusia mencapai tujuannya sehingga tanpa negara manusia tetap
menjadi manusia primitif. Hubungan antara pers dan negara pada saat teori ini
lahir ada dalam kerangka yang demikian itu. Prinsip-prinsip utama teori ini
antara lain: media selamanya (akhirnya) harus tunduk pada penguasa yang ada;
penyensoran dapat dibenarkan; kecaman tidak dapat diterima terhadap
penguasa atau penyimpangan dari kebijaksanaan resmi; dan wartawan tidak
mempunyai kebebasan di dalam organisasinya.
. Teori Pers Libertarian

Kalau pada teori Pers Otoriter tekanan diberikan kepada negara, maka
dalam teori pers liberal beralih kepada individu dan masyarakatyang kemudian
melahirkan pemikiran-pemikiran tentang demokrasi. Dalam pemikiran yang
demikian itu, fungsi utama masyarakat adalah untuk memajukan kepentingan
anggotanya sehingga faham ini membagikan posisi negara sebagai ekspresi
manusia yang tertinggi. Ciri-ciri pers yang merdeka berdasarkan teori
libertarian dapat diperinci sebagai berikut. Pertama, publikasi bebas dari setiap
penyensoran pendahuluan; kedua, penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi
setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi; ketiga, kecaman terhadap
pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana; keempat, tidak ada
kewajiban mempublikasikan segala hal; kelima, publikasi “kesalahan”

dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang
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berkaitan dengan opini dan keyakinan; keenam, tidak ada batasan hukum
terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi; dan
ketujuh, wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka.

. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori tanggung jawab sosial berdasarkan pandangannya kepada suatu
prinsip bahwa kemerdekaan pers mempunyai kewajiban untuk bertanggung
jawab kepada masyarakat guna melaksanakan tugas-tugas pokok yang
dibebankan kepada komunikasi massa dalam masyarakat modern dewasa ini. Di
sini prinsip kemerdekaan itu masih dipertahankan dengan penambahan tugas
dan beban bahwa kemerdekaan yang dimiliki haruslah disertai kewajiban-
kewajiban sebagai tanggung jawab.

. Teori Pers Komunis (Marxist, Totaliter)

Teori ini bertolak pangkal dari ajaran KarlMarx tentang perubahan
sosial. Menurut teorikomunis, Perrs sepenuhnya merupakan alat negara.
Konsekuensinya, Pers harus tunduk kepada pemerintah. Pers tidak lebih alat
dari Partai Komunis yang berkuasa, media harus melakukan apa yang terbaik
bagi partai dan pemerintah. Ciri-ciri teori ini dapat dirinci sebagai berikut:media
berada di bawah pengendalian kelas pekerja, karena itu melayani kepentingan
kelas tersebut; media tidak dimiliki secara pribadi; masyarakat berhak
melakukan sensor dan tindakan hukum setelah terjadinya peristiwa, publikasi

anti masyarakat.
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Dalam konteks Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, hukum merupakan
variabel berpengaruh, kemudian konfigurasi politik sebagai variabel terpengaruh.
Produk hukum pada era Reformasi tentang Pers ini dapat dikatakan sebagai sapu
jagatnya Kemerdekaan Pers Indonesia, setelah sekitar 28 (Dua Puluh Delapan)
Tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru. Dikatakan sebagai sapu jagat
karena undang-undang ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah
berlaku pada Era Orde Baru, seperti: Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 meniadakan keharusan mengajukan SIUPP (Surat Izin Penerbitan
Pers) untuk menerbitkan pers; Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 tahun
1999 menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan Pers; dan Pasal 4 ayat (2)
Juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999: melindungi
Praktisi Pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara atau denda Rp.
500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) bagi yang menghambat kemerdekaan pers.
Selain menghapus berbagai kendala kemerdekaan pers tersebut di atas, Undang-
undang Nomor 40 Tahun 1999 juga memuat isi pokok sebagai berikut.Pertama,
Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999: kemerdekaan pers adalah
perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip Demokrasi,
Keadilan dan Supremasi Hukum; dan kedua, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Nomor 40 Tahun 1999.%

¥ Abdul Muis, “Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers pada Masa Orde Baru dan era
awal Reformasi,” Jurnal llmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
Qanun, Vol. 10-No. 26 (Mei 2000), him. 774-788.
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F. Metode Penelitian
Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu
masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang
sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang

diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

1. Sumber Data

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu
data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh
langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta
peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-
dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.”> Adapun
yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer yakni terdiri dari peraturan atau landasan yuridis mengenai Pers
yakni Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Perusahaan
Pers yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder vyakni berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan
perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek

penelitian ini.

15 Soerjono Soekanto, Pengukuran Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 2010), him. 11-12.
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c. Data Tersier yakni berupa data yang diperoleh dari sumber internet, majalah,
tabloid, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam

penelitian ini.

. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan yuridis kebebasan Pers
menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta manifestasi
Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat Perspektif Undang-undang Nomor 40

tahun 1999 Tentang Pers.

. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis terapkan termasuk dalam jenis penelitian
lapangan (Field Research), dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis
ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapnya mengenai kebebasan Pers
Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta keberadaan
Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang Nomor

40 Tahun 1999 Tentang Pers.

. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara atau Interview
Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak

diperolen melalui pengamatan. Penulis dalam penelitian ini akan
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mewawancarai narasumber lansung dari Surat Kabar Harian (SKH)
Kedaulatan Rakyat yang meliputi: Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana,
Reporter/Wartawan, dan Narasumber lain yang berkaitan dengan penelitian
ini.
b. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari,
dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa

bahan pustaka

5. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan
penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa
data yang terkumpul berdasarkan pokok masalah yang ada dalam penelitian ini.
Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah
pengaturan kebebasan pers menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999
tentang Pers serta bagaimanakah manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat terhadap

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

6. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan Yuridis dan Sosiologis. Yuridis sosiologis ialah mengkaji konsep

normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan Sosiologis adalah
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mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap keadaan masyarakat mengenai
kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

yang diimplementasikan dilapangan (Field Research).

7. Analisis data

Analisis Data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa,
mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan.
Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian
kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah
suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang
nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan

untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

G.Sistematika Penelitian

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar
sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori,
metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum negara hukum dan kebebasan Pers

meliputi: pengertian hukum, ciri negara hukum, demokrasi, pengertian pers,
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sejarah pers indonesia, legalisasi pers di Indonesia, hubungan kebebasan pers dan
negara hukum.

Bab ketiga, berupa tinjauan umum Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat
Yogyakarta, meliputi: letak geografis, sejarah, visi misi, bidang pemberitaan,
struktur organisasi, dan hak dan kewajiban Surat Kabar Harian Kedaulatan
Yogyakarta.

Bab keempat, berisi analisis antara data dan lapangan dengan menggunakan
kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab
permasalahan yang melatar belakangi penelitian, yaitu meliputi: analisis
kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta
manifestasi Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat menurut Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang

merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.



BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan
analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers yang dimaksud dalam hasil penelitian ini ialah Selain
melindungi kebebasan Pers oleh pelaku Pers sendiri, Asas tanggung jawab
(Responsibility) media terhadap publik juga dikandung oleh Undang-undang
Pers. Dalam bekerja, Pers berpotensi melakukan kekeliruan hingga
menyangkut kepentingan orang atau sekelompok orang. Bagaimanapun
ketika persoalan ini terjadi, bukan berarti Pers bisa bebas lepas dari
pertanggungjawaban atas kekeliruan yang dilakukannya. Undang-undang
Nomor 40 Tahun 1999 tidak hanya memberikan perlindungan hukum
kepada pelaku Pers. Namun juga melindungi Hak Asasi Manusia
berdasarkan dasar Negara Pancasila dengan adanya Hak Koreksi masyarakat
terhadap pemberitaan Pers.

2. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki berbagai media di antaranya media cetak

dan media Online sebagai sarana informasi berita. SKH Kedaulatan Rakyat

93
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dilihat dari segi Pendiriannya sebagai Perusahaan Pers telah sesuai dengan
Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat tidak hanya sebagai
surat kabar lokal. Namun, SKH Kedaulatan Rakyat juga sebagai media
nasional dilihat dari bentuk pemberitaannya. Manifestasi Surat Kabar
Harian Yogyakarta didasarkan kepada Undang-undang Nomor 40 Tahun
1999 tentang Pers telah sesuai dengan Funsi dan tugas pokok sebagai media
Pers tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepetingan sepihak. SKH
Kedaulatan Rakyat sebagai media pers berperan serta dalam menpengaruhi
keadaan sosial masyarakat meliputi bidang politik, pendidikan, kebudayaan
dan masalah sosial lainnya. Dengan adanya Undang-undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers manifestasi SKH Kedaulatan Rakyat terhadap

kebebasan pers dapat terkontrol dengan peran serta masyarakat.

B. SARAN
1. Kebebasan Pers sebagai ciri Negara demokrasi berperan penting terhadap
perkembangan bangsa dan Negara secara langsung. Sehingga diperlukan
adanya media pers yang selalu menjujung tinggi nilai pancasila serta tidak
hanya untuk kepentingan bisnis semata.
2. Surat Kabar Harian (SKH) Kedaulatan Rakyat sebagai media Pers

Nasional yang sudah berumur 68 Tahun dan berbasis diwilayah Daerah
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Istimewa Yogyakarta harus bisa menjadi leader dan panutan media pers

yang belum lama berkembang.
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5. Gambar “Dirambah kapitalisme, Pendidikan rusak”, SKH Kedaulatan Rakyat edisi 09
September 2013.

Dirambah Kapitalisme, Pendidikan Rusak

YOGYA (KR) - Dunia pendidikan telah di-
rambah kapitalisme dan sudah menjadi in-
dustri, sehingga semuanya serba angka,

- kalau angka-angka itu nilainya bagus artinya

berhasil. Padahal yang sebenarnya edukasi
membuat orang bertanggungjawab terhadap
orang lain, tidak sekadar mengejar sukses un-
tuk diri sendiri, tak sekadar korporasi tetapi
koperasi.

"Para pemikir kita sejak awal sebagai
kekayaan budaya sudah ada prinsip-prinsip
kegotongroyongan yang sangat kental dan di-
jabarkan Pancasila. Kalau itu dilaksanakan
maka selalu ada hubungan silaturahim yang
dikenal dengan rukun tetangga (RT) dan
rukun warga (RW),” kata Program Creator
One Earth College Anand Krishna PhD,
himat (Q/9)

Dalam peluncuran Program Pendidikan
Online One Earth College of Higher Learning
den seminar Spiritual Transpersonal Psy-
chology and Interfaith Studies kerja sama de-
ngan SKH Kedaulatan Rakyat di Ruang
Yustisia University Club (UC) UGM juga men-
gundang beberapa pembicara. Di antaranya,
Hendro Prabowo SPsi MSi (psikolog UGM),
Dra Nadlroh As Sariroh (aktivis).

Senada dengan Anand Krishna, akademisi
transpersonal psikologi UGM Hendro Pra-
bowo menyebutkan, ada upaya-upaya atau
rekonstruksi agar hasil dari pendidikan men-
jadi buruk dan terpuruk seperti yang terjadi
sekarang ini. Lebih dari itu telah terjadi pem-
busukan pendidikan, sehingga akan lebih mu-
dah dijadikan sebagai lahan bisnis atau indus-
trialisasi. (Asp)-a

6. Gambar “Suguh Budaya Pelajar Istimewa Yogya’
September 2013.

Suguh Budaya Pelajar Istimewa Yogya

S~ YOGYA (KR) - Forum Pelajar Istimewa Yogyakarta didukung
Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan SKH Kedaulatan Rakyat,
Minggu (24/2) menggelar 'Suguh Budaya Pelajar Yogyakarta 2013’
di halaman PSP UGM Bulaksumur. Suguh budaya ini sebagai me-
dia untuk mengekspresikan seni dan budaya siswa dan berbagai
sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Menurut Koordinator Forum Pelajar Rakha Imadi Fadh, Jumat
(22/2) ekspresi seni dan budaya ini merupakan wadah bagi para
siswa ternyata mampu membuat gebrakan inovatif dalam meng-
hadapi budaya negatif yang berkembang di masyarakat.

"Sekaligus memberikan pengalaman berorganisasi dan sarana

-komunikasi bagi parasxswada]axnkeglatanml, ujar Rakha Imadi
Fadl. (Asp)-a

>, SKH Kedaulatan Rakyat edisi 09
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